
A. La tar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas 

pelaporan yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mernbuat dan 

mcngevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Setiap entitas 

pelaporan, balk entitas komersial maupun pemerintahan, memiliki kewajiban 

untuk menyusun laporan keuangannya, tidak terkecuali pemerintah daerah. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mcrupakan 

pcrtanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubemurlbupati/walikota atas 

pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. Laporan keuangan tersebut 

menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Keuangan dacrah harus dikelola secara tenib, taat pada peraturan penmdang­

undangan, efektif, etisien, ekonomis, transparan, dan benanggung jawab 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (4), yang kemudian 

diatur dalam Pasal 25 Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 
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Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan 

Lembaga, Gubcmur/Bup3ti/\Valikotn dan Kep:~la Satuan Kerja Perangkat 

Daerah selaku Pengguna Anggaran!Penggona Barang dalam rnenyampaikan 

pertanggungjnwaban bcrupa laporan keuangan, harus disertai dengan 

pemyataan tanggung jawab. Pemyataan tanggung jaw:Jb tersebut selain harus 

rnenyatakan bahwa laporan keuangan itu isinyo telah menyajikan informosi 

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan, juga harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah 

disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan kata 

lain, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemcrintah daerah tersebut tidak 

lep35 dari efektivitas implementasi sistem pengendalian intern ) ang melekat 

pada entitas yang bersnngkutan. Sistem pengendalian intern merupakan slat 

bagi pemerintah daerah untuk menghosilkan sebunh lnporan keuangan vong 

dapat diandalkan. Sistem pengendolinn intern yang cfcktif JUga dapnt 

memberikan pola manajemen yang baik terhadap entitas. 

Undang-undang di bidang keuangan negam membawa implikosi 

perlunya sistem pengeloiMn keuangan negara yang lebih akuntabel dan 

transparan. Salah satu upaya yang dilakukan odalah dengan melakuknn 

pemeriksaan atas lapomn keuangan oleh auditor yang independen. 

Pemeriksaan keuangan adnlah pemerikSilan yang bcrtujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai (reasonable assur(lnCe) apakah lnpomn keuangnn 

telah disajikan secara wajnr. dalam semua hal yang material, sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntnnsi 
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